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Pendahuluan
Diperkirakan terdapat lebih dari 100.000
pemakai narkotika suntik di Indonesia,

dimana sepertiga diantaranya menderita HIV.!
Walaupun Indonesia telah memperkenalkan
dan mendukung layanan pengurangan dampak
buruk yang berfokus pada kesehatan bagi
pemakai narkotika suntik, kebijakan narkotika
nasional tetap lebih dominan berfokus pada
pemakaian upaya penegakan hukum. Undang-
Undang Narkotika terbaru, yaitu Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 mengenalkan
mekanisme untuk mengalihkan pemakai
narkotika dari penjara ke arah pemulihan.
Namun masih ada tantangan yang signifikan
dalam upaya membangun kebijakan dan
praktik-praktik yang mampu dengan baik
mendukung pemakai narkotika, khususnya
dalam hal persyaratan wajib lapor dan sulitnya
memastikan ketersediaan layanan pemulihan
ketergantungan narkotika dan pengurangan
dampak buruk yang berbasis ilmiah.

Briefing paper ini meninjau kebijakan dan
praktik-praktik yang terjadi saat ini yang
telah diimplementasikan dalam merespon
pemakaian narkotika yang dikontrol di
Indonesia, dan menekankan pada beberapa isu
dan tantangan utama yang masih ada. Paper ini
juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk
mengatasi tantangan tersebut.
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Peraturan Perundang-undangan
Narkotika Nasional Saat Ini

Indonesia telah meratifikasi ketiga konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang
pengendalian  narkotika,? dan kemudian
mengadopsi pendekatan utama  yang
bernafaskan penghukuman untuk mengatur
penawaran dan permintaan narkotika yang
dikendalikan di bawah konvensi-konvensi
tersebut. Sebagian besar peraturan perundang-
undangan narkotika dibuat pada tahun 1997 dan
memuat sanksi yang berat terhadap pemakaian
dan penyediaan narkotika yang dikendalikan.
Termasuk di antara sanksi tersebut adalah
ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana
perdagangan narkotika. Walaupun Indonesia
diklasifikasikan sebagai ‘negara dengan aplikasi
yang rendah’ dalam hal pemakaian hukuman
mati untuk tindak pidana narkotika, sampai
tahun 2011 tercatat ada sebanyak 67 orang
dalam daftar penerima hukuman mati untuk
tindak pidana narkotika.®

Dihadapkan pada adanya kecemasan vyang
meningkat terhadap transmisi HIV yang
terjadi antar pemakai narkotika, pemerintah
membuat undang-undang baru mengenai
pemakaian dan penyediaan narkotika, yaitu
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Tetapi, undang-undang tersebut masih
mempertahankan kriminalisasi atas pemakaian
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narkotika, yang mana dapat menjauhkan pemakai
narkotika dari layanan kesehatan yang penting.*
Undang-undang tersebut tidak membedakan
pemakai narkotika dan pelaku perdagangan
narkotika — sebuah pembedaan yang diperlukan
mengingat pemakai narkotika membutuhkan
respon kesehatan dibandingkan pidana.’

Namun demikian, undang-undang tersebut
berupaya untuk memajukan respon terhadap
HIV dan kesehatan publik yang lebih efektif,
dengan diperkenalkannya beberapa cara yang
signifikan untuk menjauhkan pemakai narkotika
dari sistem peradilan pidana dan mengarahkan

mereka pada pemulihan. Contohnya,
undang-undang ini memperbolehkan hakim
untuk  menjatuhkan  putusan  pemulihan

ketergantungan narkotika sebagai alternatif
dari pemenjaraan. Kementrian Kesehatan
(Kemenkes) juga diharapkan mengeluarkan
peraturan baru yang akan mengatur tentang
biaya pemulihan ketergantungan narkotika
untuk ditanggung oleh Kemenkes ketika hal
tersebut diputus oleh hakim, dan bahkan ketika
terdakwa dinyatakan tidak bersalah.® Sampai
saat ini, banyak hakim yang enggan untuk
menggunakan kekuatan diskresi tambahannya
ini karena kurangnya pengetahuan di antara
hakim, jaksa, dan pengacara mengenai
peraturan Kemenkes yang baru tersebut.
Pelatihan lanjutan dibutuhkan bagi hakim, jaksa,
dan pengacara untuk membantu memastikan
konsistensi dalam pengimplementasian
peraturan perundang-undangan yang baru di
dalam kasus-kasus pemakaian narkotika.

Praktik Pemolisian Terhadap
Pemakai Narkotika

Sebagian besar penangkapan dan tuduhan
terkait dengan narkotika dilakukan atas dasar
jual beli atau penguasaan. Data dari Badan
Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa
antara tahun 2007 dan 2012, 38% dari 189.294
orang yang ditangkap karena tindak pidana

narkotika diduga ditangkap atas tindak pidana
penguasaan narkotika.’

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir,
beberapa laporan telah mengungkapkan
mengenai kekerasan sistematik yang dilakukan
olehpolisiterhadap pemakainarkotika, termasuk
pemukulan, penyundutan, penyetruman, dan
kekerasan seksual.® Ada pula beberapa laporan
mengenai korupsi yang telah menyebar dalam
sistem peradilan pidana - polisi, jaksa, dan
hakim telah diketahui meminta uang suap dari
pemakai narkotika sebagai alat tukar untuk
dakwaan dan hukuman yang lebih ringan.®

Salah satu faktor yang sistematik yang
mendukung meluasnya tindakan korupsi adalah
fakta bahwa polisi akan dipromosikan jika
dia dapat dengan sukses menangani banyak
kasus narkotika. Selain penyuapan, praktik
ini telah memfasilitasi budaya pemolisian
dimana penjebakan terhadap pemakai
narkotika, diantaranya dengan penanaman
barang bukti oleh polisi, adalah hal yang biasa
terjadi. Penyebab struktural lainnya terhadap
kekerasan yang dilakukan oleh polisi termasuk
ketergantungan yang berlebihan terhadap
pengakuan dalam sistem peradilan, biaya yang
tidak cukup bagi kepolisian, dan kurangnya
mekanisme yang efektif dalam menginvestigasi
laporan-laporan kekerasan.'®

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah
terlibat di dalam proses reformasi sektor
keamanan yang ekstensif untuk mengatasi
persoalan-persoalan korupsi, ketidakefisiensian,
danpelanggaran kewenangan lainnya sejak
1998."" Sebagai bagian dari proses ini,
Polri telah bermitra dengan lembaga donor
internasional dan International Organisation
for Migration (IOM) untuk melaksanakan sesi
pelatihan hak asasi manusia bagi polisi senior
dan telah mengembangkan peraturan tentang
tata laksana dan Undang-Undang Kepolisian di
tahun 2002.2



Pemenjaraan dan Penahanan
Pra-Persidangan

Terlepas dari peraturan untuk mendiversikan
orang-orang kepada pemulihan ketergantungan
narkotika, kriminalisasi terhadap pemakai
narkotika yang terus berlangsung ini telah
menghasilkan tingginya angka pemenjaraan
pemakai narkotika.'”* Sistem pemenjaraan di
Indonesia sudah jauh melebihi kapasitasnya,
menciptakan lingkungan yang berisiko tinggi
terjadinya transmisi HIV dan tuberkulosis.'
Pada tahun 2009 terdapat 429 penjara di
Indonesia, termasuk 13 penjara yang dibuat
khusus untuk tindak pidana narkotika, dan
140.740 narapidana (menunjukkan tingkat
okupasi sebesar 164,7%). Per Januari 2012,
jumlah total narapidana meningkat menjadi
143.539 orang.'®

Bagi orang-orang yang divonis atas tindak
pidana narkotika, jangka waktu penahanan
pra-persidangan seringkali diperpanjang dan
kemungkinan mengarah pada penyuapan,
perlakuan buruk dan kekerasan oleh aparat
penegak hukum.'® Pemakai narkotika di
Indonesia dapat ditahan secara sah selama
paling lama 9 (sembilan) bulan sebelum
penjatuhan putusan,'”walaupun pada praktiknya
sebagian besar mereka ditahan selama antara
2 (dua) sampai 4 (empat) bulan.'® Panjangnya
masa penahanan adalah berarti bahwa orang-
orang yang mengalami  ketergantungan
narkotika dapat menderita gejala putus zat dan
resiko kesehatan lainnya.’”® Layanan bantuan
hukum tersedia bagi beberapa tahanan untuk
membantu mereka mendapatkan layanan
pemulihan yang dibutuhkan, tetapi hanya
jika Organisasi Non-Pemerintah itu memiliki
sumber daya yang cukup untuk melakukan hal
itu. Sejalan dengan itu, Pelapor Khusus PBB
untuk urusan penyiksaan telah memberikan
rekomendasi agar Indonesia mengurangi
jangka waktu penahanan pra-persidangan di
tingkat kepolisian hanya maksimal 48 jam,
sesuai dengan standar internasional. Jika
diperlukan perpanjangan penahanan, tahanan
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harus dipindahkan ke fasilitas penahanan pra-
persidangan di bawah otoritas yang berbeda,
dandilindungidari kontak yang tidak tersupervisi
dengan penyidik.?

Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham),
yang memiliki tanggung jawab atas penjara,
melaporkan bahwa jumlah orang yang ditahan
karena tindak pidana narkotika meningkat
dengan signifikan dari 7.122 (10% dari seluruh
narapidana) di tahun 2002 menjadi 37.295
(26% dari seluruh narapidana) pada akhir
September 2009.%' Pada tahun 2010 dilaporkan
terdapat 1.341 narapidana di 13 (tiga belas)
penjara khusus tindak pidana narkotika. Namun
demikian, pemakai narkotika menyebar di
seluruh sistem pemenjaraan dan tidak dapat
dengan mudah diidentifikasi.??> Di tahun 2010,
37% perempuan dan 25% laki-laki di penjara
dilaporkan memakai narkotika, sebagian besar
melalui cara penyuntikkan.?®> Penyebarluasan
ketersediaan narkotika di penjara, digabungkan
dengan lingkungan yang beresiko tinggi yang
disebabkan oleh kapasitas berlebih di penjara,
menyebabkan kelompok ini, secara khusus
rentan terhadap transmisi HIV dan penyakit
menular lainnya.?* Prevalensi HIV diantara
narapidana yang memakai narkotika suntik
diperkirakan sebanyak 12% untuk perempuan
dan 8% untuk laki-laki.®®> Sayangnya, per
Januari 2012, hanya 200 narapidana yang
menerima terapi anti retroviral (ART) di penjara
di Indonesia.?

Lebih dari sepertiganya 813 orang yang
meninggal di penjara di Indonesia pada
tahun 2006 telah diputus bersalah atas tindak
pidana narkotika.?” Data statistik pemerintah
menunjukkan bahwa HIV, tuberkulosis, dan
penyakit menular lainnya  diasosiasikan
dengan tingginya angka kematian di penjara
antara 2005 dan 2009.%2 Di tahun 2005,
Kemenkumham meluncurkan Strategi Nasional
untuk Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS
dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakat dan Rumah Tahanan di Indonesia
2005-2009.2°Selamab (lima) tahunpelaksanaan
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strategi tersebut, telah dibuat panduan nasional
untuk tes dan konseling sukarela (VCT),
manajemen kasus, dan pemulihan, dukungan,
dan layanan kesehatan HIV. Selain itu, beberapa
pelatihan dan workshop juga telah diberikan
dan tim AIDS yang berbasis di penjara juga
telahdibentuk.2®

Wajib Lapor dan Pemulihan
Ketergantungan Narkotika

Undang-Undang Narkotika, bersama dengan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011,
memperkenalkan persyaratan untuk melakukan
wajib lapor bagi seluruh orang yang berusia di
atas 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
ketergantungan  narkotika. Orang yang
mengalamiketergantungannarkotikadiwajibkan
untuk melaporkan diri mereka kepada institusi
yang telah ditentukan yang menyediakan
layanan pemulihan dan rehabilitasi, termasuk
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang
dijalankan oleh Kemenkes. Kemenkes telah
menunjuk 129 (seratus dua puluh sembilan)
fasilitas kesehatan (rumah sakit jiwa, rumah
sakit umum, dan puskesmas) sebagai institusi
penerima wajib lapor, bersama dengan 2 (dua)
fasilitas non-medis yang dijalankan oleh BNN.
Fasilitas-fasilitas ini memroses pendaftaran
orang-orang yang mengalami ketergantungan
narkotika dan, setidak-tidaknya, menyediakan
intervensi dasar seperti konseling. Seluruh
fasilitasi tersebut juga memiliki kapasitas
untuk melakukan penilaian terhadap Kklien
dengan menggunakan Addiction Severity Index
(Indeks Keseriusan Ketergantungan) versi
yang telah dimodifikasi,®" dengan demikian
memperbolehkan penyedia layanan pemulihan
untuk merancang rencana pemulihan yang
disesuaikan dengan kebutuhan individu dan,
dalam kasus-kasus tertentu, menilai untuk
menentukan apakah seseorang yang memakai
narkotika itu mengalami ketergantungan
atau tidak. Keluarga, orang tua, dan wali dari
pemakai narkotika juga secara hukum memiliki

kewajiban untuk melaporkan pemakai narkotika
tersebut kepada institusi penerima wajib lapor
yang ditunjuk. Apabila pemakai narkotika yang
ketergantungan tersebut tidak melakukan wajib
lapor tersebut dapat berakibat pada pemberian
sanksi yang bervariasi mulai dari denda sebesar
Rp. 2.000.000 sampai hukuman penjara selama
6 (enam) bulan. Dalam hal anggota keluarga
tidak melaporkan anggota keluarganya yang
memakai narkotik dapat berakibat pada
sanksi yang bervariasi dari denda sebesar Rp.
1.000.000 hingga hukuman penjara selama 3
(tiga) bulan.

Pasal 19 PP No. 25 Tahun 2011 menyatakan
bahwa Kemenkes menyampaikan informasi
mengenai pendaftaran wajib lapor kepada
BNN, yang akan bertanggung jawab
menyimpan keseluruhan data tersebut dalam
database.®? Data lengkap pemakai narkotika
yang harus dilaporkan termasuk nama, usia,
riwayat pemakaian narkotika (jangka waktu
dan cara pemakaian narkotika serta jenisnya),
dan riwayat pendidikan dan ekonomi. Tetapi,
Kemenkes belum menyetujui proses bagaimana
BNN harus mengumpulkan, menyimpan,
dan menggunakan data orang-orang vyang
dilaporkan memakai narkotika.

Walaupun awalnya ditujukan untuk
meningkatkan akses terhadap pemulihan
ketergantungan narkotika, sistem wajb lapor
ini telah meningkatkan perhatian yang besar
di antara kelompok masyarakat sipil mengenai
potensi dampak buruk yang bisa muncul dari
praktik ini, termasuk potensi penyalahgunaan
data oleh aparat penegak hukum untuk
menginvestigasi tersangka pelaku tindak pidana
narkotika, dan stigmatisasi lebih lanjut terhadap
pemakai narkotika. Mengingat banyaknya
laporan mengenai hukuman yang berat dan
kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum,®*®* pemakai narkotika memerlukan
kepastian dan mekanisme perlindungan
terhadap dampak buruk, stigma, dan kekerasan
apapun yang mungkin terjadi sebagai akibat
dari wajib lapor. Bahkan dalam hal kepastian itu



dapat disediakan, terdapat resiko substansial
bahwa persyaratan baru wajib lapor dapat
mendorong pemakai narkotika menjaubhi
layanan kesehatan dasar dan memaksa
mereka untuk menyembunyikan pemakaian
narkotika dan masalah lain yang terkait dengan
pemakaiannya dari keluarga dan teman-teman.
Bukti internasional telah menunjukan bahwa
rasa takut akan pemaksaan dapat membuat
seseorang merasa enggan untuk mengakses
layanan kesehatan dasar, bahkan ketika hal
tersebut ditawarkan secara cuma-cuma.®

Undang-Undang narkotika juga memungkinkan
pemakai narkotika dipaksa untuk menjalani
pemulihan tanpa izin mereka.®*® Peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini
mengatur bahwa orang-orang yang ditangkap
atau dilaporkan atas pemakaian narkotika dan
dinilai mengalami ketergantungan narkotika,
dapat diperintahkan secara paksa untuk
menjalani rehabilitasi untuk jangka waktu
6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.®®
Pemakai narkotika yang ditangkap dan dinilai
tidak mengalami ketergantungan narkotika
dapat dihukum penjara. Mengingat bahwa
pemakai narkotika yang rekreasional dan tidak
melakukan tindak pidana lainnya tidaklah
berbahaya bagi masyarakat, dan pemenjaraan
tidaklah menjerakan keberlanjutan pemakai
narkotika, menghukum orang-orang seperti ini
ke dalam penjara adalah upaya yang mahal, tidak
efektif, dan tidak patut. Ada kebutuhan lebih
lanjut yang mendesak untuk membuat respon
terhadap pemakai narkotika rekreasional yang
tepat dan berbasis ilmiah di dalam peraturan
perundang-undangan, kebijakan, dan praktik-
praktik di Indonesia.

Banyak studi telah menunjukkan bahwa
perubahan perilaku yang bersifat jangka
panjang di kalangan pemakai narkotika dapat
dengan maksimal dicapai saat mereka membuat
keputusan untuk mengubah perilaku tersebut
atas kehendak mereka.?” Sebagai hasilnya,
United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) dan lembaga internasional lainnya
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telah merekomendasikan penutupan pusat
pemulihan ketergantungan narkotika yang
bersifat wajib di Asia, dan membangun program
rehabilitasi narkotika yang bersifat sukarela,
berbasis komunitas, dan ilmiah yang sesuai
dengan standar-standar hak asasi manusia
dan kesehatan internasional.®® Secara spesifik,
UNODC menyebutkan:

Banyak negara menyediakan perawatan
residensial jangka panjang bagi orang-
orang yang mengalami ketergantungan
narkotika tanpa persetujuan dari pasien
itu sendiri yang dalam kenyataaanya
bertipe penjara dengan tingkat keamanan
yang rendah. Bukti dari efek terapetik
pendekatan ini sangat minim, baik
dibandingkan  dengan  pemenjaraan
tradisional ataupun rehabilitasi narkotika
yang berbasis komunitas. Hal seperti itu
mahal, tidak efektif, dan tidak bermanfaat
bagi individu itu sendiri maupun
komunitas.®®

Pengurangan Dampak Buruk
Narkotika dan Pemulihan
Ketergantungan Narkotika

Epidemi HIV di Indonesia telah bergeser
dari epidemik berprevalensi rendah vyang
disebabkan oleh transmisi seksual pada tahun
1990-an, menuju epidemik terkonsentrasi yang
disebabkan oleh pemakaian narkotika suntik
pada tahun 2000.4° Baru-baru ini, hasil survey
mengindikasikan bahwa transmisi seksual,
sekali lagi, menjadi mode utama transmisi HIV-
Pada tahun 2011, 16 persen dari total kasus
HIV disebabkan oleh pemakaian narkotika
suntik dibandingkan dengan 54 persen pada
Juni 2006.*" Prevalensi HIV di antara pemakai
narkotika suntik diperkirakan sebesar 36
perseb, sementara 77 persen diperkirakan
menderita Hepatitis C.*?
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Respon awal HIV di antara pemakai narkotika
dipimpinoleh masyarakatsipildandidukungoleh
lembaga donor internasional.** Di akhir 1990-
an, pemerintah Indonesia memiliki pemahaman
yang terbatas mengenai intervensi-intervensi
pengurangan dampak buruk narkotika seperti
Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS) dan Terapi
Substitusi Opioid (TPO). Namun, intervensi-
intervensi ini telah sejak dahulu terbukti efektif
mencegah HIV di antara pemakai narkotika
suntik,** dan lembaga-lembaga pemerintah
telah mulai untuk bekerja lebih intensif guna
meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas
layanan-layanan tersebut.

Pada tahun 2004, Komisi Penanggulangan
AIDS Nasional (KPAN) mengoordinasikan
‘Komitmen Sentani’ - sebuah kesepakatan
antara pemangku kepentingan kunci untuk
mengimplementasikan ART, LJSS, dan TSO
di 6 (enam) provinsi prioritas.*® Komitmen ini
lebih jauh tercermin dan diperluas di dalam
strategi AIDS nasional 2007-2010 dan rencana
strategi nasional 2010-2014,%¢ dan Indonesia
telah berhasil memperluas cakupan intervensi
pengurangan dampak buruk narkotika berbasis
ilmiah. Namun, implementasi tersebut telah
berjalan secara inkonsisten di antara provinsi
sebagai hasil dari desentralisasi fiskal dan
implementasi kewenangan di tingkat daerah
(lihat kotak 1 di bawah).*

Program Layanan Jarum Suntik Steril
(LISS)*

Dari hanya satu lokasi yang ada di tahun 1998,
jangkauan LJSS telah meningkat menjadi
194 lokasi di tahun 2011.5° Layanan-layanan
ini menjadi tersedia semenjak meningkatnya
jumlah puskesmas sejak tahun 2004. Namun,
penyerapan layanan ini oleh para pemakai
narkotika suntik dan keefektivitasannya masih
perlu dievaluasi. Survey Kepuasan Layanan
dan Perilaku Pemakai Narkotika Suntik di
tahun 2011 menemukan rendahnya tingkat
aktivitas berbagi jarum suntik dan tingginya
tingkat pemakaian jarum steril di kalangan
klien LJSS.®" Studi lain telah menunjukkan
bahwa pemakai narktoika suntik enggan untuk
mendapatkan peralatan suntik dari puskesmas
karena kekerasan kepolisian, alasan keamanan,
keterbatasan transportasi, jam buka layanan,
dan biaya yang tinggi.’? Diperkirakan bahwa
hanya 23% dari pemakai narkotika suntik yang
mengakses LJSS setiap tahunnya di Indonesia.*®
Namun, dana hibah HIV terkini yang disediakan
oleh Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria (Global Fund) menargetkan untuk
menyediakan layanan penjangkauan (termasuk
saran penyuntikan yang aman) bagi 80%
pemakai narkotika suntik dan menyediakan
suplai jarum suntik steril yang cukup bagi 60%
pemakai narkotika suntik.

Kotak 1. Pemerintahan Terdesentralisasi di Indonesia*®

Di Indonesia, salah satu kebijakan pembangunan utama sejak tahun 1990-an adalah
desentralisasi fiskal dan implementasi kewenangan dari tingkat nasional hingga tingkat
daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan responsivitas dan
akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal, tetapi kebijakan ini juga memiliki tantangan-
tantangan. Dalam isu pengawasan narkotika, BNN dan Kemenkes telah menemui
hambatan dalam memastikan konsistensi implementasi peraturan perundang-undangan
dan kebijakan di ke-33 provinsi di Indonesia, dan dalam membangun kolaborasi kerja
antara aparat penegak hukum dan Kemenkes di setiap tingkat pemerintahan. Hal ini telah
berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum oleh kepolisian dan otoritas yudisial
di seluruh penjuru Indonesia; dan ketersediaan dan kualitas pemulihan ketergantungan
narkotika; serta layanan pengurangan dampak buruk.



Terapi Substitusi Opioids*

Terapi Substitusi Opioid dimulai dengan skala
yang kecil pada tahun 2002, dengan penyediaan
buprenorphine hanya melalui praktisi medis
umum yang jumlahnya terbatas. Di tahun 2003,
metadon diperkenalkan dalam dua program
percobaan di Jakarta dan Bali dengan dukungan
dari World Health Organisation (WHOQO) dan
Kemenkes.%®

Respon terhadap program percobaan itu
dikuatkan di tahun 2006 saat Presiden Republik
Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden
No. 75 Tahun 2006 untuk strukturisasi ulang
KPAN, memperkuat kepemimpinan nasional
dalam pencegahan HIV, dan memperluas
partisipasi dari sektor pemerintah dan
masyarakat sipil. Ketiga program TSO yang
muncul di tahun 2005 diperluas, dan sejak
pertengahan 2011, metadon disediakan untuk
2.500 klien di 68 klinik.%¢ Ditahun 2012, terdapat
77 program metadon tersedia di beberapa
lokasi seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan
penjara. Hibah HIV Global Fund menargetkan
untuk menyediakan metadon bagi lebih dari
7.000 klien baru.

Terlepas dari fakta bahwa penyediaan TSO telah
meningkat secara signifikan, hanya 2,4 persen
dari pemakai narkotika suntik yang memiliki
akses terhadap program TSO di tahun 2011.%
Halini sangat jauh dibawah 40% jangkauan yang
direkomendasikan oleh panduan PBB untuk
dapat memberikan dampak yang berarti dalam
risiko transmisi HIV.%® Salah satu kekhawatiran
yang diangkat oleh organisasi masyarakat
sipil adalah biaya yang terkait dengan TSO,
yang telah membuatnya tidak terjangkau
oleh banyaki orang yang membutuhkannya.
Walaupun Kemenkes menyediakan metadon
dengan gratis, Puskesmas menetapkan harga
standar pelayanan TSO sebesar Rp 5.000 (lima
ribu rupiah) per hari bagi klien, sementara
Rumah Sakit menetapkan biaya sebesar Rp.
15.000 (lima belas ribu rupiah) per hari untuk
menutupi pengeluaran operasional.
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Program Pemulihan Ketergantungan
Narkotika Lainnya

Praktik pemulihan ketergantungan narkotika di
Indonesia telah berubah secara substansial di
beberapa tahun terakhir. Pemuihan dari sektor
swasta muncul di pertengahan tahun 1990-an
dan mengadopsi metode-metode termasuk
detoksifikasi ultra-rapid, manajemen medis
terhadap sindrom putus zat, dan komunitas
terapetik. Di tahun 2011, BNN melaporkan
bahwa terdapat 369 fasilitas pemulihan
dan rehabilitasi di Indonesia®® yang dapat
diklasifikasikan sebagai salah satu dari tiga
bentuk: one-stop center (dengan pasien rawat
inap, detoksifikasi, pemulihan, rehabilitasi dan
layanan pasca pemulihan), pusat penjangkauan
atau outreach center (menyediakan pemulihan
rawat jalan dan rehabilitasi berkolaborasi
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dan Puskesmas), dan pusat berbasis komunitas
(community-based center).5°

Peran BNN delam hal pemulihan narkotika
adalah untuk mengoordinasikan, mengawasi
dan mendukung pengoperasian fasilitas yang
dijalankan oleh pemerintah, sektor swasta
dan komunitas.®' Instruksi Presiden tentang
Rehabilitasi di tahun 2011 menyatakan bahwa
seluruhlayanan pemulihan harus berbasisilmiah
dan berkualitas baik, seraya tetap menghormati
martabat dan hak asasi manusia.®> Namun,
standar pelayanan diantara berbagai macam
program rehabilitasi dan pemulihan berbeda di
seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Undang-
Undang Narkotika, Kemenkes ditunjuk sebagai
penanggung jawab utama untuk isu kesehatan
(Pasal 1), pengkalsifikasian narkotika (Pasal 5
- 8), ketersediaan narkotika untuk pemakaian
medis (Pasal 9-52), dan pembuat standar (dan
pengawasan) untuk program rehabilitasi dan
perawatan medis (Pasal 53 — 59 dan 60-63).6°

Pada tahun 2012, Kemenkes menerima
alokasi dana yang cukup besar untuk
mengimplementasikan sebuah upaya baru

yang terdapat dalam UU Narkotika, dan telah
menyusun materi panduan mengenai standar
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pemulihandanrehabilitasinarkotikauntukseluruh
penyedia layanan. Selain itu, sebuah peraturan
pemerintah mengenai Implementasi Wajb Lapor
bagi Pecandu Narkotika mengenalkan peraturan
baru dalam hal pemulihan dan rehabilitasi.*
Institusi rehabilitasi medis dan sosial sekarang
diwajibkan untuk memenuhi beberapa standar
tertentu mengenai tingkat keahlian staf, dan
harus membangun prosedur operasional yang
sejalan dengan standar Kemenkes. Namun,
BNN telah menyusun serangkaian kriteria dan
standar yang berbeda untuk rehabilitasi di pusat
wajib pemulihan ketergantrungan narkotika
yang dikenal sebagai ‘Lido’. Di tahun 2012,
Kementrian Sosial (Kemensos) juga membentuk
standar yang terpisah untuk pemberian
layanan rehabilitasi sosial.?® Selain itu, definisi
yang diberikan oleh UU Narkotika tentang
rehabilitasi medis, yaitu ‘suatu proses kegiatan
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan narkotika’, telah
meningkatkan kekhawatiran bahwa beberapa
pihak mungkin saja memaknai penjabaran
tersebut sebagai sebuah pengecualian terhadap
upaya pengurangan dampak buruk yang sangat
penting, seperti LJSS dan TS0.%® Oleh karena
itu, muncullah kebutuhan yang mendesak untuk

Nahdlatul Ulama

mengklarifikasi dan mengonsolidasikan berbagai
ragam peraturan tersebut untuk memastikan
konsistensi dan praktik-praktik terbaik.®’

Undang-Undang Narkotika  yang baru
menyatakan bahwa layanan terapi dan
rehabilitasi dapat diberikan melalui ‘pendekatan
keagamaan atau tradisional’. Belum jelas apakah
hal ini berarti mengizinkan perawatan narkotika
yang berdasarkan pendekatan keagamaan atau
tradisional tetapi tidak berbasiskan bukti medis
dan ilmiah. Sampai pada tahun 2011, terdapat
102 pusat rehabilitasi yang dioperasikan oleh
organisasi kemasyarakatan dan keagamaan
(termasuk Nahdlatul Ulama - lihat kotak 2 di
bawah). Pusat-pusat tersebut menyediakan
pemulihan ketergantungan narkotika yang
sifatnya non-medis bagi sekitar 1.100 orang di
21 provinsi dengan menggunakan komunitas
terapetik, program 12 langkah, dan metode
spiritual atau keagaman. Terdapat pula, sampai
saat ini, 6 (enam) pusat rehabilitasi yang
dijalankan oleh pemerintah yang berdasarkan
model komunitas terapetik, dan Kemensos telah
menetapkan target untuk menjangkau 21.613
orang sampai pada tahun 2014 (dengan 11.101
orang untuk direhabilitasi sampai pada 2012).58

Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam independen terbesar di dunia. Mereka
bertindak sebagai penerima utama untuk sebagian besar dana hibah HIV dari Global Fund
untuk mendirikan pusat rehabilitasi narkotika bagi pemakai narkotika suntik di Indonesia.

Kapasitas organisasi tersebut untuk menydiakan layanan rehablitiasi yang berkualitas, berbasis
ilmiah, dan berkemanusiaan, terutama karena ideologinya yang bias terhadap pemakai
narkotika telah banyak dipertanyakan. Isu ini diangkat ketika Ketua Majelis Nahdlatul Ulama,
merespon sebuah berita tentang kecelakaan lalu lintas yang fatal di Indonesia, yang diduga
melibatkan seseorang yang berada dibawah pengaruh narkotika, mengeluarkan pernyataan
bahwa ‘pecandu narkotika... layak menerima hukuman yang berat, yaitu hukuman mati’.®®
Advokasi terhadap pernyataan itu yang dipimpin oleh PKNI (Persaudaraan Korban Napza
Indonesia) memberi hasil pada munculnya pernyataan Ketua NU yang lebih halus, bersamaan
dengan dukungan lisan terhadap pencegahan HIV dan rehabilitasi bagi pemakai narkotika.



Biayayang berkaitan dengan layanan pemulihan
ketergantungan narkotika masih menjadi
halangan yang berarti bagi banyak pemakai
narkotika. Kemensos mendanai layanan dasar
bagi klien di pusat-pusat rehabilitasi ini, dan
meningkatkan infrastruktur dan kapasitas
stafnya. Individu-individu yang diperintahkan
untuk menjalani program rehabilitasi melalui
putusan pengadilan tidak dikenakan biaya jika
mereka dirujuk ke salah satu pusat rehabilitasi
yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi mereka
harus membayar jika dikirim ke salah satu pusat
rehabilitasi yang dioperasikan oleh komunitas
dan organisasi keagamaan. Individu-individu
yang mencari pemulihan ke pusat rehabilitasi
yang dijalan oleh pemerintah atas keinginannya
sendiri diwajibkan untuk membayar, kecuali jika
mereka memenuhi syarat sebagai penerima
bantuan kesejahteraan sosial.

Terapi Anti retroviral

Sampai pada tahun 2010, hanya 6 persen dari
pemakai narkotika suntik yang memenuhi
syarat yang menerima ART di Indonesia.”®
Masih terdapat kebutuhan yang mendesak
untuk mengurangi beban keuangan pemulihan
dan layanan HIV; memastikan kolaborasi yang
lebih besar antara kepolisian dan tempat-
tempat layanan kesehatan; dan mengatasi
kebutuhan yang belum terpenuhi di populasi
tersebut, terutama mengingat adanya bukti
terbaru terkait pemulihan HIV sebagai upaya
pengurangan risiko transmisi.”

Layanan di Penjara

Sejak tahun 2004, program pengurangan
dampak buruk di dalam penjara telah
diimplementasikan berupa kerja samai dengan
LSM-LSM internasional, termasuk Family
Health International (FHI) dan HIV Cooperation
Programme for Indonesia (HCPI, didanai
oleh AusAID).”? Global Fund juga mendanai
Kemenkes untuk mengimplementasikan
program pendidikan HIV yang komprehensif bagi
narapidana, berkolaborasi dengan WHO, UNODC
dan lembaga pemerintahan seperti BNN.
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Kemenkes menjalankan program ART dan TSO
di penjara, tetapi tidak ada satupun penjara di
Indonesia yang saat ini menyediakan LJSS.
Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan di
Bali telah digunakan sebagai contoh model
pendekatan ini, dan menyediakan narapidana
dengan kondom, TSO, ART, dan penyucihamaan
untuk membersihkan alat suntik (dalam kondisi
ketiadaan jarum suntik yang steril).”® Sampai
pada tahun 2011, Sembilan penjara telah
menyediakan TSO dan sampai pada Januari
2012 sejumlah 192 orang narapidana telah
menerima ART.”* Target yang telah ditetapkan
sebagai bagian dari dana hibah Global Fund
untuk mengatasi risiko HIV di Indonesia
termasuk peningkatan layanan pengurangan
dampak buruk narkotikia di 48 penjara.

Pendanaan Untuk Layanan yang
Berhubungan dengan HIV

Kontribusi pemerintah untuk respon HIV secara
keseluruhan telah meningkat sejak 2005 dan per
2010, 42 persen dari anggaran yang ada untuk
mengatasi epidemi HIV disediakan dari sumber
daya dari dalam Indonesia sendiri.”® Sebagai
badan utama yang mengoordinir kebijakan
pemerintah untuk urusan HIV, KPAN menerima
dukungan keuangan dalam jumlah besar untuk
anggarannya yang berasal dari Global Fund,’®
yang mana dukungan tersebut telah menjadi
salah satu faktor kunci meningkatnya skala
layanan pengurangan dampak buruk narkotika
di Indonesia. Melalui Global Fund Ronde 8
(2008) dan Ronde 9 (2009), Indonesia telah
diberikan dukungan keuangan sebesar 212 juta
US Dollar untuk mengimplementasikan layanan
yang berkaitan dengan HIV mulai dari tahun
2009 hingga 2015. KPAN telah ditunjuk sebagai
penerima utama dana ini, dengan tanggung
jawab untuk mengelola penyusunan/pemberian
dana hibah.”” Di tahun 2011, sekitar 26 persen
dari anggaran dana KPAN dialokasikan untuk
program pencegahan HIV di kelompok pemakai
narkotika suntik.
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BNN, Kemenkes, Kemensos, kelompok
masyarakat sipil dan KPAN juga menerima
dukungan keuangan yang berasal dari Indonesia
Partnership Fund (didanai oleh Inggris),
Global Fund dan Pemerintah Indonesia untuk
mendukung layanan pemulihan ketergantungan
narkotika yang berbasis komunitas. Mayoritas
pendanaan untuk  program pemulihan
ketergantungan  narkotika secara  resmi
disalurkan melalui dua kementerian tersebut.

Terakhir, Indonesia adalah satu dari lima
negara yang dipilih sebagai bagian dari
proyek Community Action on Harm Reduction
(CAHR) atau Aksi Komunitas untuk Layanan
Pengurangan Dampak Buruk Narkotika™® -
sebuah program yang berdurasi empat tahun
yang dipimpin oleh International HIV/AIDS
Alliance dan didanai oleh Kementerian Luar
Negeri Belanda. Proyek ini bertujuan untuk
meningkatkan layanan HIV dan pengurangan
dampak buruk narkotika bagi pemakai narkotika
suntik dan keluarganya - yang mencapai lebih
dari 180.000 pemakai narkotika suntik tersebar
di Indonesia, China, India, Kenya dan Malaysia.
Proyek ini dibangun dengan fokus yang khusus
untuk pengembangan kapasitas organisasi
berbasis komunitas dan keterlibatan yang berarti
dari para pemakai narkotika. Di Indonesia, mitra
kunci yang akan mengimplementasi proyek ini
adalah Rumah Cemara - sebuah organisasi
masyarakat sipil yang didirikan oleh para
pemakai narkotika di tahun 2003.7°

Keterlibatan Masyarakat Sipil

Memastikan akses yang memadai dan
berkelanjutan terhadap LJSS, TSO dan ART
mensyaratkan adanya upaya untuk mengikis
stigma dan diskriminasi yang melekat dengan
pemakaian narkotika.®® Selama lebih dari
satu dekade terakhir, kapasitas organisasi
masyarakat sipil yang mewakili para pemakai
narkotika telah bertumbuh secara signifikan.
Organisasi-organisasi ini telah terlibat aktif
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di dalam kampanye advokasi lokal maupun
nasional, dan banyak dari mereka vyang
juga menyediakan secara langsung layanan
pengurangan dampak buruk narkotika. Mereka
kerap juga menerima dukungan keuangan dari
lembaga donor internasional seperti Global
Fund, dan telah memainkan peran yang krusial
dalam hal pengembangan respon kebijakan
HIV Indonesia termasuk upaya-upaya untuk
mempromosikan reformasi kebijakan narkotika.

Dua organisasi secara khusus bekerja untuk
memastikan adanya partisipasi kelompok
pemakai narkotika di dalam proses pengambilan
keputusan pemerintah, yakni Persaudaraan
Korban Napza Indonesia (PKNI)®'" dan Jaringan
Pengurangan Dampak Buruk Narkotika
(Jangkar)®2. Di tahun 2011, bersama dengan
Asosiasi  Konselor Adiksi Indonesia dan
Rumah Cemara, mereka membentuk koalisi
advokasi baru yang diberi nama Komitmen
Indonesia dengan tujuan untuk secara lebih
baik mengintegrasikan dan mengoordinir upaya
advokasi di tingkat nasional untuk mereformasi
kebijakan narkotika Indonesia.

Inisiatif masyarakat sipil terkini untuk urusan
kebijakan narkotika memfokuskan diri kepada
implementasi  Undang-Undang  Narkotika
Nomor 35 tahun 2009 untuk memastikan
bahwa penerapannya tersebut telah berjalan
sesuai dengan bukti-bukti ilmiah, praktik
terbaik maupun standar hak asasi manusia
internasional. Organisasi pemakai narkotika dan
penyedia layanan pengurangan dampak buruk
narkotika di tingkat lokal telah membangun
komunikasi dengan pihak Kepolisian untuk
mendiskusikan persoalan mengenai akses
layanan pemulihan ketergantungan narkotika
di dalam tahanan dan mengangkat kasus-kasus
individual pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
polisi.® Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk
Reformasi Kebijakan Narkotika atau /ndonesian
Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR)
dibentuk pada tahun 2011 untuk mengangkat
persoalan-persoalan seperti ketentuan
mengenai wajib lapor yang melanggar hak atas



privasi maupun pelanggaran HAM lainnya yang
dialami oleh para pemakai narkotika. ICDPR
juga telah secara aktif mendesak pemerintah
untuk memastikan bahwa para pemakai
narkotika diberikan akses layanan pemulihan
ketergantungan narkotika yang memadai,
didukung oleh bukti-bukti ilmiah, dan bukannya
pemidanaan penjara, sebagaimana ditentukan
oleh undang-undang yang terbaru.®*

Rekomendasi

Komitmen Indonesia terhadap pengurangan
dampak buruk narkotika di beberapa tahun
terakhir telah menunjukkan langkah maju dan
Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun
2009 memiliki potensi yang signifikan untuk
mengatasi tantangan dan persoalan yang ada
yang dihadapi oleh pemakai narkotika. Namun
sayangnya, tantangan yang cukup signifikan
masih muncul. Berdasarkan konsultasi yang
telah dilakukan dengan pihak Pemerintah
Indonesia, kelompok masyarakat sipil, dan
pengalaman-pengalaman terbaik di tingkat
internasional, International Drug Policy
Consortium merekomendasikan kebijakan-
kebijakan berikut guna memperkuat respon
Indonesia terhadap urusan kebijakan narkotika:

= Meninjau kembali persyaratan hukum
untuk wajib lapor, guna memastikan
bahwa mereka yang akan melapor dirinya
dapat mengakses sejumlah opsi layanan
pemulihan ketergantungan narkotika
yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah
yang ada, tanpa harus merasa takut akan
adanya intervensi tak beralasan ataupun
kemungkinan pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh pihak kepolisian.

= Memastikan bahwa hak individu atas privasi
dan kerahasiaan medis dijamin, apabila
sumber data untuk menghimpun data diri
atau registrasi para pemakai narkotika telah
disusun. Mekanisme yang akan melindungi
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hak atas privasi tersebut harus tersedia,
termasuk adanya  kebijakan legislasi
dan internal untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan data tersebut.

BNN, Kemenkes, Kemensos, dan KPAN
harus memastikan adanya koordinasi yang
efektif antara lembaga pemerintah dan
membuka ruang partisipasi yang berarti
kepada kelompok masyarakat sipil, dalam
hal meninjau kembali sejumlah layanan
pemulihan ketergantungan narkotika dan
program rehabilitasi yang ada di Indonesia.
Standar yang ada sekarang harus dievaluasi
terlebih dahulu sebagai langkah awal
untuk mengembangkan standar nasional
pemulihan ketergantungan narkotika yang
sejalan dengan hukum internasional, praktik-
praktik terbaik maupun bukti-bukti ilmiah.
Keselarasan  standar-standar  nasional
tersebut harus secara ketat dipantau
penerapannya oleh para penyedia layanan —
baik penyedia layanan dari pihak pemerintah
maupun non-pemerintah.

BNN, Kemenkes, Kemensos, dan
KPAN harus mengoordinir upaya-upaya
yang mereka lakukan dan bekerjasama
dengan organisasi masyarakat sipil untuk
mengembangkan dan menerapkan standar
nasional untuk layanan kesehatan lainnya
bagi para pemakai narkotika, termasuk
layanan pengurangan dampak buruk
narkotika, terutama di lingkungan lembaga
pemasyarakatan (maupun tahanan).
Standar-standar tersebut harus mencakup
ketentuan mengenai (atau rujukan rutin
kepada) layanan lainnya seperti tes dan
konseling HIV, LJISS,TSO dan ART.

Menyediakan pelatihan yang komprehensif
kepada aparat penagak hukum (polisi, jaksa,
pengacara dan hakim) mengenai cara-cara
yang efektif dan tepat untuk merespon
kebutuhan pemakai narkotika dan dampak
buruk terkait lainnya (selain narkotika).
Pelatihan bagi kepolisian harus menjangkau

11



Idpc

12

mereka yang berada di level senior hingga
yang berada di tataran operasional dan
memfokuskan diri kepada interaksi polisi
dengan komunitas lokal, mengingat pejabat
senior kepolisian sering kali dimutasi ke
tempat kerja yang baru.®®

Melakukan investasi sumber daya yang lebih
besar untuk memastikan cakupan layanan
LJSS, TSO dan ART yang memadai bagi
para pemakai narkotika suntik — baik yang
ada di komunitas maupun yang berada di
dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan
— untuk mengurangi jumlah transmisi HIV
dan dampak buruk kesehatan lainnya.
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